
BUPATILEBOlfG 
PROVINSIBElfGKULU 

PERATURAlf BUPATI LEBONG 
lfOMOR "'10 TAHUlf 2018 

TElfTAlfG 

PERUBAHAlf KEDUA PERATURAlf BUPATI LEBOlfG lfOMOR 08 TAHUlf 2018 
TElfTAlfG llfDIKATOR KllfERJA (UWI RElfCAlfA PEMBAlfGUlfAlf JANGKA 
MElfElfGAH DAERAH (RPJMDI KABUPATElf LEBONG TAHUlf 2016-2021 

Menimbang 

,. 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LEBONG, 

a. bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah 'l'ahun 2017 yang 
dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 
Indonesia; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Peraturan 
Bupati Lebong Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
lndikator Kinerja Utama (!KU) Rencana Pembangunan 
J angka Menengah Daerah (RPJMD) Kabu paten Lebong 
Tahun 2016-2021. 

l. Undang•Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembara.n Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2828); 

2 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabu paten Lebong dan Kabupaten 
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahu n 2003 Nomor 154, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4349); 

4. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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5. 

6. 

7. 

8. 

9 . 

10. 

11. 

12. 

Undang•Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana tclah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang 
Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan 
Togas dan Wewenang Komisi Pemeriksa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3866); 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang 
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
4578); 
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Memperhatikan 

Menetaplr:an 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4815); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 4817); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4833); 

16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 20 15 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan ,Jangka 
Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran 
Daerah Kabupaten LebongTahun 2016 Nomor 8); 

18. Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 36 Tahun 
2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
(SOTK) Perangkat Daerah Kabupaten Lebong (Berita 
Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 36). 

I. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja lnstansi 
Pemerintah; 

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Refonnasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 
Instansi Pemerintah. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI LEBOlfG TElfTAlfG PERUBAHAlf 
KEDUA PERATURAN BUPATI LEBOlfG NOMOR 12 
TAHUlf 2017 TElfTAlfG INDIKATOR KINERJA UTAMA 
{IIWI RENCAlfA PEMBAlfGUNAlf JAlfGKA MElfENGAH 
DAERAH {RPJMDI KABUPATEN LEBOlfG TAHUlf 2016-
2021 



BABJ 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong adalah 

Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong. 
2. Bupati adalah Bupati Lebong. 
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 

Kabupaten Lebong. 
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati 

Lebong. 
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu 

sistem perencanaan yang disusun dengan tujuan 
untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan 
pengawasan. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
selanj1.Hnya di$ebut RPJMD adalah dokumen 
perencanaan 5 (lima) tahun; 

7. lndikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan 
kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian 
suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. 
lndikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara 
kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa 
yang diukur untuk menentukan tujuan yang sudah 
tercapai; 

8. lndikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut 
!KU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu 
tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, 
dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran 
keberhasilan dari instansi pemerintah yang 
bersangkutan; dan 

9. lndikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Lebong 
Tahun 2016-2021 merupakan ukuran keberhasilan 
dari tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah 
Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021. 

BAB II 
INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA MENENGAH DAERAH (!KU RPJMD) 

Pasal 2 

(I) lndikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (IKU RPJMD) Kabupaten 
Lebong Tahun 2016-2021 adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah Kabupaten 
Lebong yang berisi inctikator kinerja tahunan untuk 
kurun waktu 2016-2021 yang merupakan penjabaran 
dari target kinerja Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RRJMD) Kabupaten Lebong Tahun 
2016-2021. 
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(2) lndikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (!KU RPJMD) Kabupaten 
Lebong Tahu n 2016-2021 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (II di atas tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 3 

Organisasi Perangkat Daerah dan unit kerja di Iingkungan 
Pemerintah Kabupaten Lebong dalam merencanakan 
program kegiatan, wajib mengacu pada Jndikator Kinerja 
Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(!KU RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 yang 
diatur dalam Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, 
pengundangan Peraturan Bupati 
penempatannya dalam Berita Daerah. 

memerintahkan 
ini dengan 

1'-BUPATI LEBONG, /: 

f_ H.ROSJONSYAH 

Diundangkan di Tubei 
pada tanggal 2 {, jvl, 2018 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPAT<~ONG, 

( 
H. MIRWAN EFFENDI 

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018 NOMOR ~o 



Lampiran Peraturau Bupati Lebong 
Nomor -'10 Tahun 2018 
Tanggal 2, '.)vii 2018 

INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (IKU RPJMD) 
KABUPATEN LEBONG TABUN 2016-2021 \ . 

skala 

ITingkat Pengangguran Terbuka 
% 

D-l'lle~lwl..,.... du lnbunll&tm'.du ·--po1a,...... pulllllt ~ .1>111< 
Meningkatkan Meningkatnya 
lnfras~ktut kuantitas dan kualitas 

lndeks Kepuasan Maayarakat (IKM) Bidong I predikat 
Ulyanan Jnfraatruktur 

Penunjnng Kehidupa.n infra&tn.lktu r dasar 
dan Mobilitaa yang merata 
Masyo.rnkat 

Jndek$ Kepuasa:o Masyarakat (JKM) Bidang 
!Layanan Pubc:lik::_ ________ _ predikat 

¥1o!•m ': llowi,Jlldlr&ortaia liolola' P.,.,•mtebon ,..._ ball< 1,erbula tPTBX 
Meningkatnya tayan(Ul Meningkamya KuaHta.$ Opini atas Laporan J(euMgan-Pemerintah Daerah predikat 
publik rnelo.luJ tata P(!ngclolaan Keua.ngan 
kelola pemerintahan dan Asel Oaerah 
:yang balk 

64.72 

3.57 

!....:.i::,:; -
NA 

C 

;i...~~
.22: ~ 

WOP 

,. 

70.90 72.90 

3.1? 2 .97 2 .77 2.57 2 .37 

'· 
NA NA C cc B 

cc B B A A 

W1'P W'l'P W1'P IV1'P W1'P 
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Mcningkacnya !assn.an Meningkatnyo. UUQ Predil<at SAKIP nJ)ai C cc B B 8 B 
pubUk mela1ui tata pemerintahan yang 
ketola pcmerintahan baik dan ber$ih Maturita.s Ptnyele.nggaman SPlP le,•el I I 2 3 3 3 

yang balk Peningka.tan Kapabilita.s A.PIP level I I 2 3 3 3 

Kincrja PenyelenggaraM Pemerintah Dae:rah status Sedang Tinggi Tinggi Tinggi Sangat Sanpt 
Tinggi Tinggi 

Anugerah Pangripta Nusanto.ra / Pengtlargaa.n peringkat I (tingkat I (tingkat V (tingkat HI (tingkat JU {tingkat II (tingkat 
Pernbangunan Do.erah pro..,insi) provin3i) nasion'11) nasionnl) nasional) nasional) 

(ndeks Sun·ei lntemdl lntegriw Organiaasi predikat NA NA NA B A A 

lndeks Reformasi Birokrasi predikat NA NA NA 8 A A 

Persenta$<! Kepatuhan L:HKPN dan LHl<ASN % 60 80 80 95 100 100 

Jndekt Ketctbuka.a.n lnformasi skor NA NA NA 5 7 9 

Meningkatnyo. Fungsi Jndekt Siinem Pemerintahan Bcrbasis Elektronilc: le\·el NA NA NA 2 2 3 
kesekretariatan dan 
pengembango.n lembag_a 
pemerintah yang 

lndeks Manajemen Keai'!Sipan tc,·el NA NA NA 2 2 3 
profc-sional, efektlf dan 
dis.:len 

. 

, 

. 
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. Optimalisasi Potcnsi Meningkamya Pertumbuhan Ekonomi % 
Sumbcr Daya A.lorn pertumbuhan ekonomi 5.2 1 5.3 5.4 s.s 6 6 , Unggulo.n Daerah daerah 

~t~i}~~ :1tt1)~ i'."'.:t~ luit -~~rtl~~~V "~i~~~~~~~~;;~Rf.~~~\~t i•, 
/. ~. ~;~ - : :: ';}'::'fi:""i:":.:;;• _ . TanH:c:;.~.~--;•. . -. i-:._:)~~•~;-:f1.;&_:.:.k; 

•r•'4', i,~:-~go .;, ·t~.lz;~>. ~~•.:~ :r~~1~~~~1.;::5~·~ ·~•:~\ ~ r,~~ . . l /i,.~:A-.J -~ . ~j· ' 1 

Optimalisasi Potenai Perl8elolas.n potensi lndeks Pcmba.ngunan Ke budayao.n sl<ola NA NA NA C B B 
Sumbet Daya Alam sumbcr budaya 
Unggulan Daerah berbas.is kcleaca.rian 

dan kema&yurakatan 

Mewujudkan daya lndek& Kualitas Llngkungan Hidup % NA NA NA 80 90 90 
dukung lins)rungnn 
terhadap pelaksanaan 
pembanguna.n 

Mcningka.tnya Penataan Kctaa.tan terhadap RTRW % NA NA 100 100 100 100 
Ka.wasan daen\b. sesuai 
RTRW dan Peraturan 
perundang•undangan 
la.inya 
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Mcningkatkan kualitas Meningkatnya Tingkat Kemiskinan 
SOM ke&ejahteraan 

ma,syarakat 

Peran serta masyarabt Jndeks pemberdayaan gender (IDG) 
dalam pembo.ngu:nan lndcks Pcmbangunan Gender (lPO) 

Diundangkan di Tubei 
pada tangg~ 16 Jvli 2018 

SEKRETARIS DAERAH 

. 

KABUPA?•EBONG, 

H. MIRWAN EFFENDI 

,SERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018 NOMOR 40 

. iPEMERiNTAH KABUPATEN LEBONG 
BAG!AN HUKUM · 
PENELAAII PROOUK HUKUM 

KABUPATEN LEBONG 

, I 

% 

skBla 

skftla 

. 

" 
, • ~ "",> 

12.32 11.50 

77.9 1 78,9 1 

9 1. 11 9 1.61 

'\ ·;j"i!!-'. .:,"; 

11.30 10.80 9.00 

79.91 80.91 81.91 
92, 11 92.61 93,11 

,t,BUPATI LJ:BONG, f. 

-
t,. H. ROSJ· ~NSY AH 

,, 

9.00 

82.91 
93.61 

\ 
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